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BAB III 

 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

              

       Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

a. Peran Kongregasi FMM Provinsi Indonesia terhadap perempuan korban 

perdagangan orang yaitu: 

 

a. memberikan pendampingan rohani; 

b. pendampingan secara fisik;  

c. pendampingan mental dengan konseling dan terapi; 

d. pemberdayaan sosial dengan pelatihan ketrampilan; 

e. bantuan hukum berupa advokasi. 

b. Upaya yang dilakukan oleh Kongregasi FMM Provinsi Indonesia untuk 

menangani perempuan korban perdagangan orang yaitu: 

a. pendirian rumah singgah/shelter; 

b. pelatihan dan pembekalan bagi pendamping; 

c. membangun jejaring.      

Peran Kongregasi FMM sebagai lembaga Keagamaan sudah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial  dan Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
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Kesejahteraan Sosial yakni untuk memberikan pendampingan dalam 

pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang. 

B. SARAN 

1. Kongregasi FMM mengingat keterbatasan tenaga dan dana, maka perlu 

lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional. 

2. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan dana untuk 

pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban 

perdagangan orang dan juga memberikan pelatihan yang memadai untuk 

menjadi pendamping yang professional. 

3. Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan-kebijakan berkaitan dengan perdagangan orang, sehingga 

diharapkan kebijakan yang baru dapat menimbulkan efek jera. 
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